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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1 Sekilas Badan Pengelolaan Dan Aset Daerah Mahakam Ulu 
Pemerintah Daerah perlu menyiapkan instrumen yang tepat untuk 
melakukan pengelolaan aset daerah secara profesional, transparan, 
akuntabel, efesien dan efektif mulai dari tahap perencanaan, pendistribusian 
dan pemanfaatan serta pengawasannya. 
Pengertian  
Sebelum melangkah jauh, perlu diketahui terlebih dahulu apa itu arti 
dari aset dan pengelolaan aset daerah, hal ini dimaksudkan untuk 
mempermudah dalam memahami tujuan atau bagaimana dalam mengelola 
aset daerah yang dimiliki. 
Berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) 
Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki 
oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana 
manfaat ekonomi dan/atau social dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, 
baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan 
uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk 
penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang 
dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. 
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1.2 Sejarah Singkat  Badan Pengelolaan Dan Aset Daerah Mahakam Ulu 
Dalam Permendagri No. 17 tahun 2007 disebutkan bahwa yang dimaksud 
dengan Pengelolaan barang daerah adalah suatu rangkaian kegiatan dan tindakan 
terhadap daerah yang meliputi: 
1. Perencanaan kebutuhan dan penganggaran; 
2. Pengadaan; 
3. Penerimaan, penyimpanan dan penyaluran; 
4. Penggunaan; 
5. Penatausahaan; 
6. Pemafaatan; 
7. Pengamanan dan pemeliharaan; 
8. Penilaian; 
9. Penghapusan; 
10. Pemindahtanganan; 
11. Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian; 
12. Pembiayaan; dan 
13. Tuntutan ganti rugi. 
Prinsip Dasar Pengelolaan Aset Daerah 
Setelah sudah mengetahu arti dari pengelolaan aset itu apa, maka langkah 
selanjutnya yang perlu diketahui lagi adalah mengenai prinsip – prinsip dasar 
dalam pengelolaan tersebut. Hal ini dimaksudkan agar supaya memudahkan 
dalam hal  pengelolaan aset daerah secara efisien dan efektif serta menciptakan 
transparansi kebijakan pengelolaan aset daerah. 
Tiga ( 3 ) prinsip dasar itu adalah sebagai berikut : 
1. Adanya perencanaan yang tepat, 
2. Pelaksanaan/pemanfaatan secara efesien dan efektif, 
3. Pengawasan (monitoring). 
Untuk lebih memudahkan dalam memahami, maka akan dibahas satu persatu 
dari tiga prinsip diatas. 
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Adanya perencanaan yang tepat, 
Pemerintah daerah sangat diharuskan untuk memiliki atau membuat 
perencanaan kebutuhan aset yang digunakan sebagai rujukan dalam pengadaan 
aset daerah.  Berpijak dengan rencana yang sudah dibuat ini, kemudian 
pemerintah daerah baru bisa mengusulkan anggaran pengadaannya. 
Dalam situasi seperti ini, maka peran serta masyarakat khususnya anggota 
DPRD sangat penting dalam hal ikut melakukan pengawasan ( monitoring ) 
apakah kekayaan aset yang tadi sudah direncanakan oleh pemerintah daerah yang 
bersangkutan benar – benar dibutuhkan atau tidak?. 
Dan juga dalam hal Pengadaan barang atau kekayaan daerah harus dilakukan 
berdasarkan sistem tender (compulsory competitive tendering contract). Hal ini  
dilakukan dengan tujuan agar pemerintah daerah dan masyarakat tidak dirugikan. 
Selain masyarakat, tentunya anggota  DPRD dituntut untuk lebih tegas dan 
cermat dalam mengawasi proses perencanaan pengadaan kekayaan daerah. 
Perencanaan juga meliputi perencanaan terhadap aset yang belum termanfaatkan 
atau masih berupa aset potensial. 
Ada tiga ( 3 ) hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun perencanaan yang 
tepat : 
1. melihat kondisi daerah dimasa lalu, 
2. aset yang dibutuhkan untuk masa sekarang dan 
3. perencanaan kebutuhan aset dimasa yang akan datang. 
“Pemerintah daerah perlu menetapkan standar kekayaan minimum yang harus 
dimiliki daerah untuk dapat memenuhi cakupan pelayanan yang dibutuhkan 
masyarakat”.  
Untuk itu perlunya dibuat perencanaan strategik, baik yang sifatnya jangka 
pendek, menengah maupun jangka panjang mengenai pengelolaan aset daerah 
serta perlunya ditetapkan indikator kinerja pengelolaan kekayaan daerah. 
Indikator kinerja ini sangat penting untuk menilai kinerja pemerintah daerah 
14 
 
dalam hal mengelola kekayaan daerah serta memberi petunjuk bagi pemerintah 
daerah untuk bertindak agar terhindar dari ekses negatif. 
Pelaksanaan 
Setelah menyusun dan memiliki  perencanaan yang dilakukan secara tepat, 
tahapan selanjutnya adalah eksekusi atau tahap pelaksanaan. Dalam 
pelaksanaanya harus mengedepankan dan memperhatikan prinsip – prinsip seperti 
efesiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas hal ini bertujuan supaya bisa 
optimal dalam mengelola aset daerah yang dimiliki. 
Dan sekali lagi Peran penting masyarakat dan DPRD juga sangat dibutuhkan 
dalam rangka melakukan pengawasan (monitoring) terhadap pemanfaatan aset 
daerah tersebut, agar tidak terjadi penyalahgunaan kekayaan milik daerah. 
Pengelolaan juga menyangkut pendistribusian, pengamanan dan perawatan. 
Untuk itu diperlukan adanya unit pengelola kekayaan daerah yang profesional 
agar tidak terjadi overlapping tugas dan kewenangan dalam pengelolaan kekayaan 
daerah. Begitu pula dalam hal pengamanan terhadap kekayaan daerah, harus 
dilakukan secara memadai baik pengamanan fisik maupun melalui sistem 
pengendalian interen. 
Ada hal cukup penting harus diperhatikan oleh pemerintah daerah yaitu perlu 
dilakukan perencanaan terhadap biaya operasi dan pemeliharaan untuk setiap 
kekayaan daerah yang diadakan. Hal ini disebabkan karena sering kali biaya 
operasional atau pemeliharaan tidak dikaitkan dengan belanja modal. 
Mestinya terdapat keterkaitan antara belanja modal dengan biaya operasional 
dan pemeliharaan, dimana biaya tersebut merupakan commitment cost yang harus 
dilakukan. Selain biaya operasional dan pemeliharaan, biaya lain yang harus 
diperhatikan misalnya biaya asuransi kerugian. 
Pengelolaan aset atau kekayaan daerah harus memenuhi prinsip akuntabilitas 
publik. ketiga ( 3 ) prinsipt tersebut adalah sebagai berikut : 
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1. Akuntabilitas kejujuran dan akuntabilitas hukum (accountabilty for 
probity and legality) ; 
2. Akuntabilitas proses (process accountability) ; 
3. Akuntabilitas kebijakan (policy accountability). 
PENJELASAN : 
Akuntabilitas kejujuran (accountability for probity) terkait dengan 
menghindari dari penyalahgunaan jabatan (abuse of power) oleh pejabat dalam hal 
penggunaan dan pemanfaatan kekayaan daerah, sedangkan akuntabilitas hukum 
terkait dengan jaminan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang 
berlaku. Akuntabilitas hukum juga dapat diartikan bahwa kekayaan daerah harus 
memiliki status hukum yang jelas agar pihak tertentu tidak dapat 
menyalahgunakan/mengklaim kekayaan daerah tersebut. 
Akuntabilitas proses terkait dengan dipatuhinya prosedur yang digunakan 
dalam melaksanakan pengelolaan kekayaan daerah, termasuk dilakukannya 
compulsory competitive tendering contrac (CCTC) serta langkah antisipasi 
kemungkinan terjadinya mark up, ketika proses penganggaran terhadap rencana 
atau program pengadaan barang daerah. Untuk itu diperlukan kecukupan sistem 
informasi akuntansi, sistem informasi manajemen barang daerah dan prosedur 
administrasi. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan akuntabilitas kebijakan 
pengelolaan aset daerah. 
Akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah 
daerah terhadap DPRD dan tentunya masyarakat luas, atas kebijakan-kebijakan 
perencanaan, pengadaan, pendistribusian penggunaan ataupun pemanfaatan 
kekayaan daerah, pemeliharaan serta sampai kepada tahap penghapusan barang 
daerah. 
Pengawasan 
Setelah ada penyusunan perencanaan yang tepat serta diikuti dengan tahapan 
pelaksanaan maka prinsip dasar ketiga atau yang terakhir adalah tahapan 
pengawasan. 
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Pengawasan yang ketat perlu dilakukan sejak tahap perencanaan sampai pada 
tahap penghapusan aset. Dalam hal ini peran serta masyarakat dan DPRD serta 
auditor internal sangat penting. Keterlibatan auditor internal dalam proses 
pengawasan sangat penting untuk menilai konsistensi antara praktek yang 
dilakukan oleh pemerintah daerah dengan standar yang berlaku. 
Selain itu pula, auditor internal juga sangat penting keterlibatannya untuk 
melakukan penilaian kebijakan akuntansi yang diterapkan, menyangkut 
pengakuan aset (recognition), pengukurannya (measurement) dan penilaiannya 
(evaluation). 
Tentu dengan adanya Pengawasan yang jeli dan ketat bertujuan untuk 
menghindari penyimpangan dalam setiap fungsi pengelolaan atau manajemen aset 
daerah. Sistem dan teknik pengawasan perlu ditingkatkan agar masyarakat mudah 
mengetahui oknum-oknum yang hendak menyalahgunakan kekayaan milik daerah 
tersebut. 
FUNGSI atau MANFAAT PENGELOLAAN ASET DAERAH 
Setelah mengetahui ketiga prinsip dasar mengenai pengelolaan aset daerah 
sekaligus dengan ditindaklajuti dengan tahapan penerapan, maka diharapakan 
output dari perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan aset suatu daerah memiliki 
fungsi atau manfaat yaitu : 
1. Terwujudnya ketertiban administrasi mengenai kekayaan daerah,baik 
menyangkut inventarisasi tanah dan bangunan, sertifikasi kekayaan 
daerah, penghapusan dan penjualan aset daerah, 
2. Terciptanya efesiensi dan efektivitas penggunaan aset daerah, 
3. Pengamanan aset daerah dan, 
4. Tersedianya data atau informasi yang akurat mengenai jumlah 
kekayaan daerah. 
 
 
17 
 
 
1.3 Visi, Misi dan Tujuan  
1.3.1. Visi 
Terwujudnya sistem Administrasi pengelolaan keuangan dan aset daerah 
di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu yang profesional 
kredibel, transparan dan akuntabel secara tertib, taat kepada peraturan 
perundang-undangandalam perumusan dan pengelolaan kebijakan di 
bidang keuangan. 
1.3.2. Misi 
1. Meningkatkan tata kelola keuangan dan aset daerah yang professional. 
2. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku. 
3. Mewujudkan penyelenggaraan sistem informasi keuangan daerah yang 
transparan, akurat, relevan, tepat waktu. 
4. dan dapat dipertanggungjawabkan. 
5. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur dibidang pengelola keuangan 
da aset daerah sesuai dengan standarpelayanan. 
1.3.3. Tujuan 
Menghasilkan rumusan kebijakan untuk meningkatkan kemampuan 
pengelolaan keuangan dan aset daerah demiterwujudnya optimalisasi 
pengendalian keuangan dan manajemen pelaporan aset daerah serta 
pengelolaan administrasi yang professional. 
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1.4 Struktur Organisasi 
 
Gambar 1.1. Bagan Struktur Organisasi 
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1.5 Deskripsi Tugas Struktur Organisasi 
1. Bidang Sekretariat 
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bidang Sekretariat 
membawahibeberapa Sub Bidang dan dibantu oleh Fungsional.Uraian 
fungsi pada bidang ini adalah sebagai berikut : 
a. Memimpin pelaksanaan tugas Sekretaris 
b. Mengkoordinasikan penyusunan konsep Rencana Strategis 
(Rstra) dan Rencana Kerja (Renja) Badan 
c. Mengkoordinasikan penyusunan rencana 
kerja,penyelenggaraan kegiatan dan penyusunan laporan 
sekretariat dan bidang-bidang dalam lingkup Badan. 
d. Menyelanggarakan kegiatan kesekretariatan di lingkungan 
Badan yang meliputi perencanaan dan pengelolaan administrasi 
umum, kepegawaian, perlengkapan, keuangan, kearsipan serta 
kerumahtanggaan. 
e. Menghimpun data,informasi dan dokumentasi sebagai bahan 
pelaksanaan evaluasi dan laporan. 
f. Mempersiapkan dan mengkoordinasikan penyusunan naskah 
rancangan produk hukum daerah di bidang pengelolaan 
keuangan dan aset daerah. 
g. Mengkoordinasikan materi penyusunan standar operasional 
prosedur (SOP) dan indikator kinerja badan sesuai standar 
pelayanan minimal. 
h. Mengkoordinasikan penyusunan RKA dan DPA Badan 
i. Menyusun laporan dann pertanggung jawaban pelaksanaan 
kegiatan sekretariat 
j. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya sesuai dengan 
bidang tugasnya. 
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2. Bidang Anggaran 
Dalam melaksankan tugas dan fungsinya, Bidang Anggaran 
membawahibeberapa Sub Bidang dan dibantu oleh Fungsional 
Ahli.Uraian fungsi pada Bidang Anggaran adalah sebagai berikut : 
a. Memimpin pelaksanaan tugas Bidang Anggaran yang meliputi 
Sub Bidang Penyusunan Anggaran Anggaran, Pertombangan 
dan Transfer serta Sub Bidang Analisa kebijakan Keuangan 
dan Administrasi 
b. Meyusun usulan konsep Rencana Strategi ( Restra) Bidang 
Anggaran. 
c. Merumusakan kebijakan dan petunjuk teknis di Bidang 
Anggaran 
d. Menyusun materi Rencana APBD, Perubahan APBD dan nota 
Keuangan 
e. Menyiapkan materi dan menyusun konsep kebijakan serta 
pedoman pelaksanaan APBD 
f. Melaksanakan perencanaan pinjaman dan pemberian pinjaman 
atas nama Pemerintah Daerah 
g. Melaksanakan kajian kebijakan Anggaran atas rencana 
pinjaman, obligasi Daerah dan pembentukan Badan Layanan 
Umum daerah (BLUD) dan Badan Usaha Milik Daerah 
(BUMD) 
h. Melaksanakan Koordinasi dengan lembaga keuangan lainnya 
dalam hal penerimaan dana pertimbangan baik dari Pemerintah 
Pusat maupun Pemerintah Provinsi serta dana bantuan lainnya. 
i. Mengkoordinasikan, pengelolaan data dasar perhitungan 
alokasi dana Pertimbangan baik Pemerintah Pusat maupun 
Pemerintah Provinsi serta dana bantuan lainnya. 
j. Melaksanakan pengendalian anggaran dalam rangka 
penyediaan penganggaran kas 
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k. Mengkoordinasikan bidang tugas anggaran dengan  semua 
instansi Pemerintah ataupun terkait untuk kelancaran 
pelaksanaan anggaran 
l. Menyiapkan materi penyusunan stanar operasional Prosedur 
(SOP) dan indikator kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan 
Aset Daerah sesuai dengan standar pelayanan  Minimal (SPM) 
m. Menyusun laporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan 
kegiatan bidang anggaran 
n. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya sesuai dengan  
bidang tugasnya 
o. Merencanakan kegiatan Sub Bidang Data dan Informasi 
berdasarkan rencana operasional Bidang Penelitian dan 
Pengembangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 
p. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan 
tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan 
tugas Sub Bidang Data dan Informasi; 
q. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub 
Bidang Data dan Informasi sesuai dengan tugas dan tanggung 
jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar; 
r. Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bidang Data 
dan Informasi sesuai dengan prosedur dan peraturan yang 
berlaku agar terhindar dari kesalahan; 
s. Menyusun bahan standar pengelolaan data pembangunan 
Daerah; 
t. Menyusun kebutuhan data dan informasi pembangunan 
Daerah; 
u. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, pemutakhiran dan 
analisa data pembangunan Daerah; 
v. Melaksanakan pelayanan informasi berupa penyampaian bahan 
rekomendasi kebijakan pembangunan daerah berdasarkan hasil 
analisis pembangunan; 
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w. Melaksanakan pelayanan informasi kepada stakeholder dan 
publik melalui Sistem Informasi dan publikasi data 
pembangunan daerah; 
x. Melaksanakan pengolahan data dan informasi pembangunan 
melalui Sistem Informasi Pembangunan Daerah; 
y. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja atau satuan kerja 
terkait; 
z. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan Sub Bidang 
Data dan Informasi dengan cara mengidentifikasi hambatan 
yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang; 
aa. Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Sub Bidang 
Data dan Informasi sesuai dengan prosedur dan peraturan yang 
berlaku sebagai akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan 
mendatang; 
bb. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan 
pimpinan baik lisan maupun tertulis. 
 
3. Bidang Perbendaharaan, Pembukuan, Dan Pelaporan 
Dalam melaksankan tugas dan fungsinya, Bidang Perbendaharaan, 
Pembukuan, dan Pelaporan membawahibeberapa Sub Bidang dan 
dibantu oleh Fungsional Ahli.Uraian fungsi pada Bidang 
Perbendaharaan, Pembukuan, dan Pelaporan adalah sebagai berikut : 
a. Memimpin Pelaksanaan tugas bidang perbendaharaan yang 
meliputi Sub Bidang Belanja Daerah dan Sub Bidang Kas 
Daerah. 
b. Menyusun usulan konsep Rencana strategi (Restra) dan 
rencana Kerja ( Renja) bidang Perbendaharaan. 
c. Merumuskan kebijakan teknis bidang perbendaharaan 
d. Melaksanakan pembinaan tata administrasi penatausahaan 
Keuangan Daerah 
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e. Meneliti usulan penunjukan Bendahara Pengeluaran, 
Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran Pembantu, 
Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran 
Khusus beserta atasan langsungnya yang diusulkan oleh Satuan 
Kerja Perangkat daerah (SKPD) 
f. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas perbendaharaan dengan 
semua instansi pemerintah dan unit kerja terkait; 
g. Melaksanakan fungsi Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa 
BUD) 
h. Melakukan Pemeriksaaan terhadap Surat Pemerintah 
Membayar; 
i. Menerbitkan Surat Pemerintah Pencairan Dana (SP2D) 
j. Melaksanakan penempatan uang daerah pada Bank atau 
lembaga Keuangan Pemerintah yang ditunjuk; 
k. Melaksanakan pengawasan, pengendalian, pembinaan dan 
mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dibidang akuntansi dan 
perbendaharaan; 
l. Menyiapkan materi penyusunan Standar Operasional prosedur 
(SOP) dan indikator kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan 
Aset Daerah sesuai dengan Standar pelayanan minimal; 
m. Menyusun laporan dan pertanggung jawaban pelaksanaan 
kegiatan Bidang Perbendaharaan; 
n. Mengkoordinasikan pengadministrasian Tuntutan 
perbendaharaan dan Tuntutan ganti Rugi (TPTGR) keuangan 
daerah; 
o. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya sesuai dengan 
bidang tugasnya. 
p. Memimpin pelaksanaan tugas Bidang Akuntansi dan Pelaporan 
yang meliputi Sub Bidang Akuntansi dan Sub Bidang 
Pelaporan 
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q. Menyusun usulan konsep Rencana Strategis (Renstra) Bidang 
Akuntansi dan pelaporan. 
r. Menyusun usulan rencana kerja dan kegiatan di bidang 
Akuntansi dan Pelaporan 
s. Mengoordinasikan pelaksanaan dan pengendalian kegiatan 
penyusunan rencana kerja dan program kerja bidang akuntansi 
t. Mengoordinasikan pengadministrasikan tuntutan 
perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi (TPTGR) keuangan 
daerah 
u. Menyusun rancangan regulasi, pedoman dan petunjuk teknis 
serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan 
pelaksanaan akuntansi Pemerintah daerah dan akuntansi satuan 
kerja perangkat daerah 
v. Melaksanakan pembinaan kepada unit kerja dalam rangka 
pelaksanaan akuntansi Pemerintah daerah maupun akuntansi 
satuan kerja perangkat daerah (SKPD) 
w. Melaksanakan Koordinasi dengan unit kerja terkait sesuai 
dengan tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas 
x. Melaksanakan verifikasi atas SP2D yang telah terbit sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku 
y. Melaksanakan pembukuan dan pelaporan keuangan daerah 
dalam rangka pertanggung jawaban pelaksanaan pendapatan 
dan belanja daerah 
z. Menghimpun dan mengolah data pengelolaan keuangan daerah 
aa. Melaksanakan penatausahaan pembukuan keuangan 
pemerintah daerah 
bb. Menyusun laporan keuangan daerah 
cc. Mengarsipkan bahan dalam rangka penyusunan laporan berkala 
tentang laporan keuangan daerah 
dd. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya sesuai dengan 
bidang tugasnya. 
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4. Manager Aset Daerah 
Dalam melaksankan tugas dan fungsinya, Bidang Aset Daerah 
membawahibeberapa Sub Bidang dan dibantu oleh Fungsional 
Ahli.Uraian fungsi pada Bidang Aset Daerah adalah sebagai berikut : 
a. Memimpin pelaksanaan tugas Bidang Analisa Kebutuhan Aset 
yang meliputi Sub Bidang Penilaian Aset dan Standarisasi Aset 
serta Sub Bidang Pengaman Aset 
b. Menyusun usulan konsep rencana, program kerja, dan kegiatan 
dibidang analisa kebutuhan aset, 
c. Menyusun usulan rencana, program kerja, dan kegiatan 
dibidang analisa kebutuhan aset 
d. Mengoordinasikan pelaksanaan dan pengendaliankegiatan 
penyusunan rencana dan program kerja bidang kekayaan 
daerah 
e. Menyususn pedoman dan petunjuk teknis bahan lainnya yang 
berhubungan dengan kekayaan daerah 
f. Menyusun rencana dan program kerja serta penyiapan petunjuk 
teknis dan pedoman barang milik daerah, administrasi umum 
yang meliputi perencanaan kebutuhan dan pengadaan, 
penyimpanan dan penyaluran, penggunaan dan pemanfaatan 
seerta infentarisasi. 
g. Mempersiapkan rancangan pedoman pengelola barang milik 
daerah 
h. Mempersiapkan penyusunan dan penganalisaan data kebutuhan 
perlengkapan dan pengadaan barang serta rencana tahunan 
barang daerah (RTBD) 
i. Menyusun standarisasi sarana dan prasarana pemerintah daerah 
serta standarisasi barang dan jasa 
j. Menyusun dan menyampaikan laporan barang pengguna 
sementara (LBPS) dan laporan barang pengguna tahunan 
26 
 
(LBPT) yang berada dalam penguasaannya kepada pemegang 
kekuasaan pengelolaan barang milik daerah 
k. Menyusun mekanisme penggunaan dan pemanfaatan barang 
milik daerah sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku 
l. Melaksanakan penyimpanan dan penyaluran barang milik 
daerah atau barang lainnya dari perolehan yang sah 
m. Melaksanakan kebijakan dan pedoman serta penghapusan 
barang milik daerah 
n. Mempersiapkan administrasi pelaksanaan penghapusan atau 
pemindahtanganan barang milik daerah yang telah disetujui 
oleh Bupati dan atau DPRD sesuai dengan mekanisme dan 
ketentuan yang berlaku 
o. Melaksanakan pembinaan dan penyiapan petunjuk teknis 
pengawasan, pengendalian dan evaluasi 
p. Melaksanakan inventarisasi dan penilaian barang daerah serta 
barang lainnya dari perolehan yang sah 
q. Melaksanakan pengamanan dan pemeliharaan barang milik 
daerah dan barang lainnya dari perolehan yang sah 
r. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya sesuai dengan 
bidang tugasnya. 
s. Memimpin pelaksanaan tugas bidang Inventarisasi dan 
Pemanfaatan Aset yang meliputi sub bidang Inventarisasi dan 
mutasi Aset serta sub bidang Pemanfaatan dan Penghapusan 
Aset 
t. Menyusun usulan rencana, program kerja, dan kegiatan 
dibidang Inventarisasi dan Pemanfaatan Aset 
u. Menyusun usulan rencana, program kerja, dan kegiatan 
dibidang Inventarisasi dan Pemanfaatan Aset 
v. Menghimpun memeriksa dan membuat laporan keadaan barang 
milik daerah yang disiapkan untuk dimanfaatkan, dihapus, 
dipindah tangankan, dan diasuransikan 
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w. Menerima barang dan melakukan penyimpanan 
x. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya sesuai dengan 
bidang tugasnya. 
 
BAB II 
PELAKSANAAN KERJA PRAKTEK 
 
Bab II yang berisi pelaksanaan merupakan inti dari laporan kerja praktek 
ini. Pada bab ini saya akan menceritakan pengalaman yang didapatkan pada waktu 
melaksanakan kerja praktek selama 30 hari di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan 
Kota Yogyakarta.  
 
2.1. Penjelasan Logbook 
Logbook adalah buku yang mencatat semua kegiatan yang saya 
lakukan selama kerja praktek. Adapun beberapa kegiatan yang saya 
lakukan sebagai berikut  
No Hari/Tanggal Kegiatan 
1. Jumat, 29 Juni 2018 
Hari pertama, saya datang ke kantor jam 08.00. Saya 
perkenalan kepada situasi koantor, karyawan, dan kepada 
para kepala bidang. Untuk kepala bidang data dan informasi 
sedang diklat hingga tanggal 2 Juli, sementara saya berada 
dibawah bimbingan ibu Angelica D. G. Hong. Saya pulang 
pada pukul 12.30. 
2. Senin, 2 Juli 2018 
Hari ke-2, saya membantu memilah laporan keuangan 
untuk diarsipkan. Setelahnya saya menghadap kepada 
Kepala Badan untuk memohon ijin Kerja Praktek selama 1 
Bulan dan sedikit berbincang-bincang.   
3. Selasa, 3 Juli 2018 
Hari ke-3, belum ada tugas yang diberikan, saya mencari 
informasi tentang bidang Data dan Informasi BPKAD. 
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4. Rabu, 4 Juli 2018 
Hari ke-4, saya diberikan tugas untuk memeriksa dan 
menginputkan Standar Biaya Umum (SBU) 2017 dan 2017 
kedalam form excel Standar Harga Satuan Barang dan Jasa 
(SHBJ) 2017 dan 2018. Untuk hari ini saya menginputkan 
Belanja Aparatur 2017. 
5. Kamis, 5 Juli 2018 
Hari ke-5, saya melanjutkan pekerjaan SBU dan SHBJ yang 
diberikan sebelumnya yaitu Belanja Aparatur 2018. 
6. Jumat, 6 Juli 2018 
Hari ke-6, saya melanjutkan pekerjaan SBU dan SHBJ yang 
diberikan sebelumnya yaitu Belanja Perjalanan Dinas 2017. 
7. Senin, 9 Juli 2018 
Hari ke-7, saya melanjutkan pekerjaan SBU dan SHBJ yang 
diberikan sebelumnya yaitu Belanja Perjalanan Dinas 2018. 
8. Selasa, 10 Juli 2018 
Hari ke-8, saya melanjutkan pekerjaan SBU dan SHBJ yang 
diberikan sebelumnya yaitu Belanja Penginapan Luar 
Daerah 2017.  
9. Rabu, 11 Juli 2018 
Hari ke-9, saya melanjutkan pekerjaan SBU dan SHBJ yang 
diberikan sebelumnya yaitu Belanja Penginapan Luar 
Daerah 2018. 
10. Kamis, 12 Juli 2018 
Hari ke-10, saya melanjutkan pekerjaan SBU dan SHBJ 
yang diberikan sebelumnya yaitu Belanja Refresentatif 
2017 dan 2018. 
11. Jumat, 13 Juli 2018 
Hari ke-11, saya melanjutkan pekerjaan SBU dan SHBJ 
yang diberikan sebelumnya yaitu Belanja Perjalanan Dinas 
Kampung Luar Daerah 2017. 
12. Senin, 16 Juli 2018 
Hari ke-12, saya melanjutkan pekerjaan SBU dan SHBJ 
yang diberikan sebelumnya yaitu Belanja Perjalanan Dinas 
Kampung Luar Daerah 2018. 
13. Selasa, 17 Juli 2018 
Hari ke-13, saya melanjutkan pekerjaan SBU dan SHBJ 
yang diberikan sebelumnya yaitu Belanja Perjalanan Dinas 
Kampung Dalam Daerah 2018. 
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14. Rabu, 18 Juli 2018 
Hari ke-14, saya melanjutkan pekerjaan SBU dan SHBJ 
yang diberikan sebelumnya yaitu Belanja Perjalanan Dinas 
Kampung Dalam Daerah 2019. 
15. Kamis, 19 Juli 2018 
Hari ke-15, saya melanjutkan pekerjaan SBU dan SHBJ 
yang diberikan sebelumnya yaitu Belanja Tiket Perjalanan 
Dinas Dalam Negeri 2018. 
16. Jumat, 20 Juli 2018 
Hari ke-16, saya melanjutkan pekerjaan SBU dan SHBJ 
yang diberikan sebelumnya yaitu Belanja Tiket Perjalanan 
Dinas Dalam Negeri 2019. 
17. Senin, 23 Juli 2018 
Hari ke-17, saya melanjutkan pekerjaan SBU dan SHBJ 
yang diberikan sebelumnya yaitu Belanja Tiket Perjalanan 
Dinas Luar Negeri 2018. 
18. Selasa, 24 Juli 2018 
Hari ke-18, saya melanjutkan pekerjaan SBU dan SHBJ 
yang diberikan sebelumnya yaitu Belanja Tiket Perjalanan 
Dinas Luar Negeri 2019. 
19. Rabu, 25 Juli 2018 
Hari ke-19, saya melanjutkan pekerjaan SBU dan SHBJ 
yang diberikan sebelumnya yaitu Belanja Umum Pegawai 
2018  bagian 1 hingga bagian 2. 
20. Kamis, 26 Juli 2018 
Hari ke-20, saya melanjutkan pekerjaan SBU dan SHBJ 
yang diberikan sebelumnya yaitu Belanja Umum Pegawai 
2019 bagian 1 hingga bagian 2. 
21. Jumat, 27 Juli 2018 
Hari ke-21, saya melanjutkan pekerjaan SBU dan SHBJ 
yang diberikan sebelumnya yaitu Belanja Umum Pegawai 
2018  bagian 1 hingga bagian 3. 
22. Senin, 30 Juli 2018 
Hari ke-22, saya melanjutkan pekerjaan SBU dan SHBJ 
yang diberikan sebelumnya yaitu Belanja Umum Pegawai 
2018  bagian 1 hingga bagian 3 
23. Selasa, 31 Juli 2018 
Hari ke-23, saya melanjutkan pekerjaan SBU dan SHBJ 
yang diberikan sebelumnya yaitu Belanja Penerjemah, 
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Konsumsi, Konsumsi Rapat, Rapat, dan Pertemuan 2018. 
24. Rabu, 1 Agustus 2018 
Hari ke-24, saya melanjutkan pekerjaan SBU dan SHBJ 
yang diberikan sebelumnya yaitu Belanja Penerjemah, 
Konsumsi, Konsumsi Rapat, Rapat, dan Pertemuan 2019. 
25. Kamis, 2 Agustus 2018 
Hari ke 25, saya melanjutkan pekerjaan SBU dan SHBJ 
yang diberikan sebelumnya yaitu Belanja Diklat Dan 
Beasiswa 2018 dan 2019, setelah semua selesai saya 
melakukan pengecekan ulang sebelum diberikan kembali. 
26. Jumat, 3 Agustus 2018 
Hari ke-26, saya membantu mneginputkan laopran neraca, 
sebelum menginput saya diajarkan bagaimana cara 
menginputkan laopran neraca yang benar. Saya hari ini 
menginputkan unit organisasi bagian DPRD dan Kepala 
Daerah. 
27. Senin, 6 Agustus 2018 
Hari ke-27, saya melanjutkan penginputan laporan neraca 
unit organisasi Sekretariat Daerah 
28. Selasa, 7 Agustus 2018 
Hari ke-28, saya melanjutkan penginputan laporan neraca 
unit organisasi Sekretariat DPRD dan Kecamatan Long 
Apari. 
29. Rabu, 8 Agustus 2018 
Hari ke-29, saya melanjutkan penginputan laporan neraca 
unit organisasi Kecamatan Long Pahangai dan Long Bagun 
30. Kamis, 9 Agustus 2018 
Hari ke-30, saya melanjutkan penginputan laporan neraca 
unit organisasi Kecamatan Long Laham dan Long Hubung 
saya mengucapakan terimakasih dan berpamitan kepada 
pegawai di Dinas BPKAD sambil melaporkan bahwa kerja 
praktek saya telah selesai. 
 
Tabel 2.1. Tabel Penjelasan Logbook  
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2.2. Hasil Pekerjaan Secara Umum 
  Selama melakukan kerja praktek di Dinas Badan Pengelolaan Dan 
Aset Daerah ada banyak pekerjaan yang saya lakukan. Secara umum saya 
tidak diminta untuk membangun sebuah aplikasi melainkan saya lebih 
banyak membantu administrasi perkantoran yang ada disana. Adapun 
pekerjaan-pekerjaan yang saya lakukan yaitu membantu melengkapi dan 
menyiapkan Satuan Harga Jasa dan Standar Biaya Umum Di Lingkungan 
Pemerintah Kabutapen Mahakam Ulu Tahun Anggaran 2018 hingga Tahun 
Anggaran 2019 yang merupakan patokan biaya tertinggi dalam penyusunan 
perencanaan kebutuhan Pegawai atas pelaksanaan Anggaran dan Belanja 
Daerah Pemerintahan Kabupaten Mahakam Ulu, serta membantu 
menginputkan laporan keuangan kedalam aplikasi SIMDA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2.1 Satuan Harga Jasa Dan Standar Biaya Umum (SHJ Dan SBU) 
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   Satuan Harga Jasa Dan Standar Biaya Umum merupakan 
salah satu penetapan yang diberikan oleh Bupati melalui Surat 
Keputusan Bupati Mahakam Ulu yang ditetapkan atau diatur  
dalam Undang-Undang. Dengan SHJ dan SBU sebagai panduan 
atau pedoman administrasi agar terjaminnya kelancaran 
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 
Kabupaten Mahakam Ulu di lingkungan pemerintahan. Total 
lampiran harus di inputkan yaitu 22 lampiran kedalam format atau 
template kedalam Microsoft Excel yang telah disiapkan oleh kantor 
dinas. Selanjutnya SHJ dan SBU tersebut di cek kembali untuk 
menghindari kesalahan penginputan. JIka sudah benar maka data 
tersebut diserahkan kebagian Data dan Informasi.  
 
 
Gambar 2.1. Satuan Harga Jasa Dan Standar Biaya Umum 
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Gambar 2.2. Template Satuan Harga Jasa Dan Standar Biaya Umum 
Selama 30 hari masa kerja, saya membutuhkan 22 hari untuk membantu 
merekap Satuan Harga Jasa Dan Standar Biaya Umum di Dinas Badan 
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mahakam Ulu. 
2.2.2 Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) 
Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) adalah 
sistem yang digunakan oleh BPKAD untuk mengawasi dalam 
bidang penyelenggaraan keuangan daerah dari setiap instansi 
daerah.  Dalam sistem tersebut terdapat beberapa fungsi yang 
membantu setiap instansi yaitu penganggaran, penatausahaan, 
akuntansi, pelaporan, perancanaan, pengadaan, pendataan, dan  
penetapan dimana telah diatur oleh undang-undang Keuangan 
Negara dalam Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan 
Daerah . 
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Gambar 2.3. Aplikasi SIMDA 
 
Gambar 2.4. Login SIMDA 
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Gambar 2.5. Toolbar SIMDA 
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Gambar 2.6. Kode Unit SIMDA 
 
Selama 30 hari masa kerja saya membutuhkan 6 hari untuk 
membantu mengolah Laporan Neraca Keuangan dinas BPKAD. 
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BAB III 
HASIL PEMBELAJARAN 
 
3.1.  Manfaat Kerja Praktek 
 Saat hari pertama melakukan kerja praktek saya masih bingung 
karena masih belum tahu apa yang akan saya kerjakan di Dinas Badan 
Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah. Kesan pertama yang saya rasakan 
adalah gugup karena duduk diantara bapak dan ibu pegawai merupakan 
pengalaman pertama saya untuk turun kerja secara langsung di sebuah 
instansi atau kantor. Selain itu saya juga merasa bersemangat karena ini 
merupakan hari pertama saya menjalani kerja praktek. Disana saya 
dibimbing oleh ibu Angelica D. G. Hong yang mempunyai jabatan sebagai 
pegawai bidang Akuntansi dan Laporan Keuangan. Saya tidak diminta 
untuk membangun sebuah aplikasi karena beberapa pertimbangan yaitu 
dikarenakan jumlah orang dan waktu pelaksanaan kerja praktek yang saya 
lakukan. Kebanyakan pekerjaan yang saya lakukan yaitu membantu dalam 
urusan administrasi perkantoran seperti pengolahan data-data yang terkait 
dengan Dinas Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah. Dari tugas-
tugas yang diberikan tersebut saya dapat mengetahui sedikit tentang hal-hal 
yang menunjang pekerjaan mereka disana. Hal pertama yang saya pelajari 
adalah mengerjakan sesuatu dengan cermat dan teliti dan juga harus sesuai 
dengan arahan dari pemberi tugas. Suasana di lapangan kerja khususnya 
Dinas Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah sangat membantu 
saya sehingga dapat merasa nyaman dalam melakukan kerja praktek disana. 
Selain ramah, para pegawai disana juga sangat membantu saya agar bisa 
belajar dan beradaptasi dalam dunia kerja. Jika saya sedang santai saya 
sering dimintai bantuan untuk melengkapi perkerjaan mereka. Banyak juga 
pegawai disana yang bercerita bagaimana pengalaman mereka saat 
melakukan praktek kerja lapangan saat mereka kuliah dulu. Disana saya 
juga belajar banyak tentang kedisiplinan seperti waktu datang dan pulang 
kerja. 
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Untung saja selama melakukan kerja praktek disana saya selalu 
datang dan pulang tepat pada waktunya, sehingga saya juga merasa bangga 
dengan diri saya sendiri dan juga merupakan suatu nilai positif dari para 
pegawai disana terhadap saya. Seperti halnya pada kantor dinas yang lain 
Dinas Dinas Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah juga 
mengikuti peraturan yang sudah dibuat oleh Pemerintah Kabupaten 
Mahakam Ulu dan berlaku kepada semua pegawainya termasuk saya.  
 
3.2. Penerapan Ilmu dalam Kerja Praktek 
 Pada saat melakukan kerja praktek, ilmu yang saya pelajari saat 
kuliah banyak membantu saya untuk mengerjakan tugas-tugas yang 
diberikan kepada saya dengan lebih baik. Saya dapat mengerti dengan baik 
pengarahan dalam mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh 
pembimbing saya. Kebanyakan data-data yang diberikan kepada saya 
diminta untuk diolah dalam file excel dan word. Dengan ilmu yang sudah 
saya pelajari ditambah lagi dengan mata kuliah yang pernah saya ambil 
pada saat kuliah seperti praktikum aplikasi komputer, saya dapat 
membantu mengolah file-file tersebut dengan baik. Saya juga sering 
memberikan saran atau ide yang mungkin dapat lebih praktis dalam teknis 
pengolahan file-file pekerjaan yang diberikan kepada saya. Selain 
membantu mengolah file yang diberikan oleh pembimbing saya, saya juga 
sering membantu pegawai yang lain untuk mengolah file yang mereka 
kerjakan salah satu contohnya yaitu membantu melakukan analisis 
kebutuhan pegawai untuk di Dinas Badan Pengelolaan Keuangan Dan 
Aset Daerah. Pekerjaan tersebut sebenarnya tidak sulit karena saya hanya 
diminta untuk membantu melakukan penyederhanaan terhadap analisis 
yang sudah dilakukan. Selain pekerjaan yang diberikan kepada saya, 
pembimbing saya juga sering bercerita kepada saya dalam pengoperasian 
komputer yang dia pakai dikantor. Salah satu keluhan yang dia ceritakan 
kepada saya adalah sistem jaringan internet dab listrik yang belum begitu 
memadai untuk memperlancar pekerjaa . Sedikit informasi, jaringan 
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menggunakan layanan dari perusahaan TELKOM daengan system operasi 
mikrotik sedangkan listrik masih belum stabil untuk penggunaan seluruh 
peralatan dan aset yang digunakan sehingga seringkali listrik ini tiba-tiba 
mati memperhambat pekerjaan pegawai BPKAD  .  
 Selain itu dengan ilmu teknik informatika yang saya pelajari, saya 
dapat mengerti dengan jelas alur dari sebuah sistem informasi yang 
digunakan di di Dinas Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah  
sehingga membantu saya untuk dapat menganalisis sistem informasi itu. 
Salah satu informasi yang digunakan di di Dinas Badan Pengelolaan 
Keuangan Dan Aset Daerah adalah sistem informasi barang persediaan. 
Sistem informasi ini digunakan untuk mengatur dan merekap jejak 
penggunaan barang, jasa, serta keuangan yang ada di Dinas Badan 
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.  Saya 
meminta izin pada pembimbing saya untuk melakukan analisis terhadap 
sistem informasi tersebut. Pada dasarnya saya tidak mempunyai 
kesempatan untuk mencoba melakukan pengoperasian pada sistem 
informasi itu karena ada pegawai yang sudah ditugaskan untuk 
mengoperasikan sistem informasi tersebut. Meskipun tidak sepenuhnya 
sempurna namun saya dapat mengerti dengan jelas alur penggunaan sistem 
informasi tersebut dengan bantuan penjelasan dari pembimbing lapangan 
saya. Selain sistem informasi barang persediaan tersebut masih ada sistem 
informasi lain yang digunakan di di Dinas Badan Pengelolaan Keuangan 
Dan Aset Daerah, namun saya hanya diberikan izin untuk membantu 
menginputkan pelaporan neraca saja karena kebetulan sistem informasi 
tersebut dikelola atas nama pembimbing saya sendiri.  
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BAB IV 
KESIMPULAN 
Saya telah melaksanakan Kerja praktek selama 30 hari kerja di Dinas Badan 
Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah, serta menyelesaikan laporan, maka saya 
dapat mengambil beberapa kesimpulan bahwa : 
1. Dinas Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah merupakan 
instansi pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan 
dalam bidang Penglolaan keuangan beserta asset pemerintahan 
Kabupaten Mahakam Ulu.  
2. Selama melaksanakan kerja praktek, kegiatan yang saya lakukan 
adalah membantu mengelola penginputan SBU, SBJ, SIMDA dan 
membantu kegiatan administrasi perkantoran lainnya. 
3. Kerja Praktek sangat bermanfaat bagi mahasiswa untuk mendapatkan 
pengalaman tentang dunia kerja seperti kedisiplinan, kerja sama, 
tanggung jawab dan bisa menerapkan bidang ilmu yang telah di 
pelajari selama kuliah. 
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